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Abstract
This article will describe how the legal protection of the notary who

indicated a criminal offense in connection with the authentic deed made. To
implement articles of the Criminal Code by Prosecutors and judges in order to
drag notary into criminal case because Indonesia’s Law Number 2 of 2014 does
not contain the concept and system of criminal responsibility notary. The notary
position is a public office as a notary is appointed and dismissed by the
government. In Indonesia, the notary referred as the General Officer who was
appointed and dismissed by the public authority (government) and was given the
authority and the obligation to serve the public, and therefore he participate to
implement a government authority. the research conclusion describe that the legal
protection of the Notaries in performing his respective duties as General
Authorities could be seen in several instruments that reflect the privileges of a
notary, which include right of refusal, liabilities broken and exclusive rights when
summoned for questioning by investigators, prosecutors or judges, which is
subject to approval of the Honorary Council of Regional Notary
Keywords: legal protection, notary public, criminal act, authentic deed

Abstrak
Artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum

terhadap notaris yang terindikasi tindak pidana sehubungan dengan akta otentik
yang dibuatnya. Penuntut umum dan hakim pada umumnya menerapkan pasal-
pasal tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk
menyeret notaris ke dalam perkara pidana karena Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sama sekali tidak memuat konsep
dan sistem pertanggungjawaban pidana notaris.Jabatan notaris adalah jabatan
publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris
menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta),
merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum
karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi
wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh
karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. kesimpulan bahwa
perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku
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Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang mencerminkan hak-
hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak
ekslusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut
umum atau hakim, yakni harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
Daerah.
Kata kunci: perlindungan hukum, notaris, tindak pidana, akta otentik

A. Pendahuluan

Secara institusional, akta otentik dibuat oleh suatu lembaga

kemasyarakatan yang dikenal sebagai lembaga “notariat”. Lembaga ini secara

sosiologis timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang

menghendaki adanya alat bukti terkait hubungan hukum keperdataan yang ada

dan/atau terjadi di antara mereka (Tobing, 1983:2). Orang yang membuat akta

notaris disebut “notaris”. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya,

notarius, yang kemudian menjadi istilah bagi golongan orang penulis cepat

atau stenografer pada masa Romawi kuno. Notaris merupakan salah satu

profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di

lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki

posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan

negara tersebut, maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi

netral tersebut, notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum

untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan

kliennya(Tobing, 1983:2).

Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan

diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta

yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di

Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan

diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta

kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia

ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah(Soesanto, 1982:75). Notaris

sebagai Pejabat Umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan

terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam

secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah
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dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para

pihak(Putri, 2011: 7).

Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap

profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa

melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang

harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku

profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas

moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri

(kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4)

tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang (Liliana, 1995: 86).

Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur,

seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang

terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu, notaris sebagai pejabat umum

harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan

analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang

muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam

mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah

keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak

dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan

etika (Wawan Setiawan, 2004: 25).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa

pertanggungjawaban pidana notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat

Umum dalam sistem peradilan Indonesia belum dirumuskan secara spesifik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membuat suatu rumusan

masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang

terindikasi tindak pidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya?
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B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yaitu penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum dogmatik (dogmatic law research) dengan

menggunakan metode doktrinal-normologik yang bertolak dari kaidah sebagai

ajaran yang mengkaidahi perilaku.Penelitian hukum normatif ini mencakup

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap tahap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan

hukum dan sejarah hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Otentik Yang

Terindikasi Tindak Pidana

a. Dasar Hukum Pemidanaan Notaris

Notaris terikat dengan kewajiban dan larangan tertentu yang telah

ditentukan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang saat ini

telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 dan Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, setiap Notaris tidak

terlepas dari sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur

bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti

melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi

berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Sanksi-

sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Jabatan

Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi

pidana terhadap Notaris. Namun demikian, dalam praktik ditemukan

kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan

Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu

tindak pidana. Menurut Habib Adjie, meskipun Undang-Undang Jabatan
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Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan, tetapi

jika suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas

kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang

keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode

etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan, kemudian dapat ditarik

dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja

melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik (Habib Adjie, 2008: 25).

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan

tekanan pada kepentingan umum kepada masyarakat. Hukum pidana

tersebut menekankan kepada perbuatan seseorang yang dikesampingkan

atau dilanggar. Larangan tersebut disertai ancaman dan sanksi yang berupa

pemidanaan tertentu bagi yang terbukti melanggarnya. Dalam hal ini,

maka pidana yang dijatuhkan terhadap Notaris yaitu perbuatan yang

dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang

berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga

negara pada umumnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris

menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka

Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata,

administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi

pidana terhadap Notaris. Namun dalam praktik ditemukan kenyataan

bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris

sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik

jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu

tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

b. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Menurut Mulyoto, fenomena pemidanaan terhadap Notaris pada

dasarnya berakar dari pemahaman yang kurang komprehensif tentang
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dunia kenotariatan di kalangan aparat penegak hukum dan para pihak yang

tidak puas terhadap pelayanan atau produk hukum Notaris (Mulyoto,

2011:39). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

praktiknya terdapat Notaris ‘nakal’ yang melakukan tindak pidana karena

kesengajaan dan kelalaian berkaitan dengan jabatan yang melekat pada

dirinya. Seorang pakar hukum kenotariatan Pieter E. Latumeten

memberikan pandangannya berkaitan dengan kasus-kasus pidana yang

menimpa para Notaris sebagai berikut:

“Saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan
perilaku unprofessional Notaris/PPAT dan bermuara pada timbulnya
masalah hukum pada akta-akta yang dibuatnya. Akibat semuanya ini ada
beberapa Notaris/PPAT yang telah diajukan ke pengadilan sebagai
terdakwa, bahkan ada yang dikenakan penahanan (Latumeten, 2006: 64).”

Keberadaan segelintir Notaris “nakal” dan “tidak profesional” yang

melakukan tindak pidana dalam menjalankan kewenangannya sebagai

Pejabat Umum tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah dan penegak

hukum. Secara teoretik, hukum harus ditegakkan terhadap siapapun yang

melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. Kaidah ini merupakan

pengejewatahan dari prinsip “persamaan di depan hukum” (equality before

the law) yang merupakan elemen fundamental dalam konsep negara

hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Julius Stahl, A.V.

Dicey dan sebagainya. Berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum,

setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang

sama di depan hukum, sehingga tidak ada pengecualian bagi pejabat

pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur

warganegara secara keseluruhan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan

Pidana

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya selaku Pejabat Umum telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan UU No.2
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Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris. Khusus terkait dengan pembuatan Akta

yang dilakukan oleh Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada Notaris

sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sumpah/Janji Notaris, yang salah satu

penggalannya berbunyi: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.” Ketentuan itu

lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya,

Notaris berkewajiban… e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta

yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan

akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang

menentukan lain.” Akan tetapi batasan “Undang-Undang menentukan

lain” ini tidak ditemukan pengaturannya.

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara

khusus terkait dengan pembuatan Akta diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat

(2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014 tentang kewajiban

Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah untuk

melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta yang

dibuatnya. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

“Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
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akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua

pihak yang terkait dengan akta tersebut.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notarisdi atas, paling tidak terdapat tiga elemen yang memperoleh

perlindungan hukum. Pertama, alat bukti yang dihasilkan oleh Notaris

mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dibuat karena

memang peraturan perundang-undangan mensyaratkan harus dibuat oleh

atau di hadapan Notaris atau mengenai perbuatan hukum atau peristiwa

hukum yang dibuat karena anggota masyarakat meminta kepada Notaris

untuk dibuatkan alat bukti yang memenuhi standar kwalitas yang tertinggi

atau yang terendah sesuai dengan norma atau kaedah yang tertera dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Alat bukti itu harus memperoleh

perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan

sesuai dengan standar kualitasnya.

Kedua, anggota masyarakat yang memiliki alat bukti yang

dihasilkan oleh Notaris baik yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku maupun yang diminta oleh anggota masyarakat.

Sejak awal anggota masyarakat berhak mengetahui alat bukti yang mana

yang memenuhi standar kualitas yang tertinggi dan alat bukti yang mana

yang memenuhi standar kwalitas yang terendah sesuai dengan norma atau

kaedah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

sehingga anggota masyarakat sejak dari awal sebelum datang ke kantor

Notaris telah mengetahui kualitas produk yang bagaimana yang akan

mereka peroleh. Anggota masyarakat yang memiliki alat bukti dengan

standar kualitas yang tertinggi atau standar kualitas yang terendah harus

memperoleh perlindungan hukum baik di dalam pengadilan maupun di

luar pengadilan sesuai dengan standar kwalitasnya.

Ketiga, Notaris sebagai lembaga atau pejabat umum yang

menghasilkan alat bukti bagi anggota masyarakat sepantasnya mendapat

perlindungan dari kemungkinan adanya orang-orang yang memangku
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jabatan sebagai Notaris yang melaksanakan tugas dan wewenangnya

menyimpang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris yang mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan tidak memenuhi

standar kualitas yang tertinggi yang diinginkan oleh anggota masyarakat,

kecuali dari sejak awal anggota masyarakat yang bersangkutan memang

menginginkan alat bukti dengan kualitas yang rendah. Orang-orang yang

memangku jabatan Notaris yang menghasilkan alat bukti untuk anggota

masyarakat harus memperoleh perlindungan hukum baik di dalam

pengadilan maupun di luar pengadilan di dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib

membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai

bagian dari Protokol Notaris. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga

keotentikan suatu akta. Sehingga apabila ada pemalsuan atau

penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui

dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.Notaris hanya

dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Isi Akta,

Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang

berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang

memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: “Dalam

memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Notaris dapat

memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan kepada: (1) orang

yang berkepentingan langsung pada akta; (2) ahli waris; atau (3) orang

yang memperoleh hak.
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Namun demikian, pengertian tentang “orang yang memperoleh

hak” tidak dijelaskan atau diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat menimbulkan multitafsir.

Salah satunya adalah ketika seseorang yang merasa haknya dirugikan

akibat adanya dugaan Akta Palsu atau Keterangan Palsu dalam akta, maka

orang tersebut membuat laporan/pengaduan ke Kepolisian. Dengan

dibuatnya laporan/pengaduan ke Kepolisian, maka penyidik Kepolisian

adalah “orang yang memperoleh hak” untuk melihat dan mengetahui Isi

Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta. Apakah akta tersebut

palsu atau apakah terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut, akan

dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan

aslinya.

Namun penyidik Kepolisian sebagai “orang yang memperoleh hak”

untuk melihat dan mengetahui Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau

Kutipan Akta tidak dapat dengan mudah untuk melihat dan mengetahui Isi

Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta karena Penyidik harus

juga tunduk dan patuh atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012, terutama sebelum adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 yang

membatalkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2012 tersebut. Sebelum putusan MK tersebut, penyidik dalam mengambil

fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta

Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil

Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang

dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

harus “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)”.

Dengan demikian, untuk mengambil fotokopi minuta akta

dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta, atau protokol

Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk

hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya,
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atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris,

penyidik, penuntut umum atau hakim harus terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal pemanggilan

Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan

diberikan, Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu mendengar

keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta

pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan

fotokopi minuta akta dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka

sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, Majelis

Pengawas Daerah harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari

Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8

Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik

sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara

Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), yakni Nota Kesepahaman Nomor:

01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan

Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya disebut Nota

Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme

atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk

memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris

yang bersangkutan. Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur bahwa

pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani

oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh

persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut juga harus

jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi

atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.

Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang

mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah

sewajarnya notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar dan
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kewajiban ingkar sebagaimana telah dipaparkan di atas sebagai sarana

perlindungan hukum terhadap notaris, khususnya dari proses pemidanaan.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan

untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Dengan

demikian, sepanjang notaris menjalankan jabatan dan profesinya

berdasarkan “standard minimum of service” yang telah ditentukan dalam

Peraturan Jabatan Notaris dan kode etik notaris, maka Notaris tidak dapat

dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan hukum

terhadap notaris tersebut, maka aparat penegak hukum harus memiliki

pemahaman yang komprehensif tentang dunia kenotariatan, aturan-aturan

yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta tugas

dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mewakili serta

bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan kewajiban

memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum

perdata.

D. Simpulan

Bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan

tugas jabatannya selaku Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa

instrumen yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain

berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak ekslusif ketika dipanggil

untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim,

yakni harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Daerah

sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 yang sekarang telah diubah menjadi Pasal 66 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang

disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014.

Dengan hak ingkar dan kewajiban ingkar tersebut, Notaris tetap dapat
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menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Namun demikian,

instrumen hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak ekslusif tersebut tidak

cukup kuat dijadikan sebagai payung perlindungan hukum bagi notaris

untuk mengantisipasi tindakan kriminalisasi dan pemidanaan oleh para

penegak hukum.

E. Saran

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, maka

diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas terkait perlindungan hukum

Notaris dan diperlukan kerjasama antara lembaga yang terkait, khususnya

antara organisasi Notaris (INI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Kedua

lembaga ini perlu membuat suatu aturan tentang tata cara pemanggilan dan

pemeriksaan Notaris sehingga Notaris tetap memperoleh perlindungan

hukum ketika menghadapi proses penyidikan, penuntutan atau peradilan

terkait akta otentik yang dibuatnya.

Daftar Pustaka:

Adjie, Habib, Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, Bandung:
CV. Mandar Maju, 2012.

Adjie, Habib, Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,Bandung: Refika
Aditama, 2008.

Adjie, Habib, Meneropong Khazanah dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan
tentang Notaris dan PPAT), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Adjie, Habib. 2007. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, Surabaya: Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2009. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan
Tulisan), Bandung: CV. Mandar Maju.

Gijssels Jan dan van Hocke, Mark. 1982. What is Rechtsteorie?, Kluwer
Rechtswetenschappen: Atwerpent,.



339 Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016 Perlindungan Hukum

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media,.

Mulyoto. 2011. Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan
Terbatas. Yogyakarta: Cakrawala Media,

Putri A.R. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas
Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana,Jakarta: PT.
Softmedia.

Soesanto, R. 1982. Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris,
Jakarta: Pradnya Paramita,.

Tedjasaputro, Liliana. 1995. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum
Pidana. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. Etika Profesi dan Profesi Hukum. Semarang: Aneka
Ilmu,.

Tedjosaputro, Liliana. 1995. Etika Profesi Notaris, Yogyakarta: Bayu Indra
Grafika,.

Tedjosaputro, Liliana. 1991. Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Semarang:
CV. Agung.

Jurnal:
Adjie, Habib, “Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)  sebagai Unifikasi

Hukum Pengaturan Notaris,” Renvoi 28 (September 2005).

Setiawan, Wawan, “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta
Otentik”,dalamMedia Notariat, Edisi Mei-Juni 2004.


